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Menimbang

Mengingat

1.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengefektitkan dan mengoptimalkan
pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara
terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu disusun
pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
disusun sesuai dengan asas umum pemerintahan yang
baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur,
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 129 sampai dengan Pasal
135 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
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Menetapkan

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,
perencanaan, perancangan, pengawasan, dan
penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

4. Lembaga Pengembangan Jasa  Konstruksi yang

selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang
dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian
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kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU
adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan
Kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa
konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan
badan usaha jasa konstruksi asing.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya
disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan
kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat
BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya
bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK
adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau
pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
kontrak yang mengatur hubungan hukum antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan Konstruksi yang selanjutnya disebut
dengan Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan,
keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan
perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan
setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa
Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi,
bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan
keahlian terkait.

Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa
Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan
kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri
pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggararn Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya
disebut SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data
dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh
teknologi informasi dan telekomunikasi.
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19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan oleh  Pemerintah  Daerah  provinsi,
kabupaten, dan kota di wilayah kewenangannya.
(2) Ruang lingkup pedoman pengawasan penyelenggaraan
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kewenangan;

b. jenis pengawasan;

c. pelaksana pengawasan;

d. tata cara pengawasan,;

e. pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi

pengawasan,;

f.  pembinaan pengawasan;
g. pendanaan; dan
h. sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi
administratif.
BAB II
KEWENANGAN
Pasal 3

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai
kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Bagian Kesatu
Kewenangan Provinsi

Pasal 4
(1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
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a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
APBD provinsi; dan

b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam
satu provinsi.

(2) Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang bukan pada kewenangan Pemerintah
Pusat; dan

b. kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat,
swasta atau badan usaha.

Bagian Kedua
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pasal 5

(1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi
kewenangan  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota
meliputi:

a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
APBD kabupaten/kota;

b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non
APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
dan

c. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam
rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap
segmentasi pasar yang:

1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau
berbiaya sedang; dan

2) berisiko kecil, berteknologi sederhana,
dan/atau berbiaya kecil.

(2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non
APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan
dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang
bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap
BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan
usaha orang perseorangan.

Pasal 6
Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis
terhadap:
a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 7
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib
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usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a yang mencakup pengawasan terhadap:

a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya
konstruksi;

b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan
kegiatan usaha Jasa Konstruksi;

c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan
kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar
Jasa Konstruksi;

d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan

e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 8
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib
penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b yang mencakup pengawasan terhadap:
proses pemilihan Penyedia Jasa;
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
penerapan Standar K4;
penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan
teknologi konstruksi.

RN

Pasal 9
Selain melakukan cakupan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah kabupaten/kota
juga melakukan cakupan pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 10
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib
pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c yang harus memperhatikan kesesuaian
terhadap:
a. fungsi peruntukan konstruksi;
b. rencana umur konstruksi;
c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

BAB III
JENIS PENGAWASAN

Pasal 11
Jenis pengawasan penyelenggaraan Jasa  Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan insidental.

Pasal 12
(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap
laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
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a. laporan kegiatan usaha tahunan;

b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan

c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pengisian daftar simak.

Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun oleh BUJK yang
diunggah pada SIJK yang terintegrasi paling lambat 1
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan tertib usaha
Jasa Konstruksi.
SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola oleh pimpinan wunit organisasi yang
membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 14
Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
disusun oleh pejabat pembuat komitmen, masyarakat,
swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.
Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
a. Dberita acara hasil pemilihan Penyedia Jasa; dan
b. laporan pengendalian kontrak yang memuat:
1) penerapan standar kontrak; dan
2) penerapan sistem manajemen keselamatan
konstruksi yang meliputi Standar K4,
manajemen mutu konstruksi, pengelolaaan dan
pengunaan material, peralatan, dan teknologi
konstruksi, dan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi.

Pasal 15
Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c
disusun oleh pemilik/pengelola bangunan.
Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
a. fungsi peruntukan konstruksi;
b. rencana umur konstruksi;
c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
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d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 16
Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
b. pengaduan masyarakat; dan/atau
c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.
Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, mencakup terjadinya:
a. kecelakaan konstruksi;
b. kegagalan bangunan; dan/atau
c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi
kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 17

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Pasal 18
Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa
Konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pelayanan publik.
Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa
Konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan
masyarakat.
Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai
tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a meliputi substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai
tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai
tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19
Hasil validasi pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa kategori:
a. dapat ditindaklanjuti; atau
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b. tidak dapat ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui pengawasan insidental.

Pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diinformasikan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pelayanan publik.

BAB IV
PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 20
Pelaksana pengawasan terdiri atas:
a. pelaksana pengawasan rutin; dan
b. pelaksana pengawasan insidental.
Pelaksana pengawasan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berasal dari Aparatur Sipil Negara
di lingkungan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Jasa Konstruksi.
Pelaksana pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berbentuk tim pengawas insidental
berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan
organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa
Konstruksi.
Dalam hal diperlukan, tim pengawas insidental dapat
melibatkan Aparatur Sipil Negara dari organisasi
perangkat daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi.
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diutamakan Pejabat Fungsional Pembina
Jasa Konstruksi.
Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bekerjasama dengan pakar, tenaga ahli,
dan/atau akademisi.
Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Tata Cara Pengawasan Rutin

Pasal 21
Pengawasan rutin dilakukan terhadap penyelenggaraan
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan permintaan pengisian daftar simak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang



2023, No.59

(3)

()

(6)

-10-

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. surat pernyataan; dan/atau

b. salinan dokumen bukti dukung.

Permintaan  pengisian daftar simak sebagimana
dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada BUJK, badan
usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau
pemilik /pengelola bangunan.

Dalam hal BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna
Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan tidak
menyampaikan daftar simak dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja, pelaksana pengawasan dapat
memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengawasan
insidental.

Dalam hal BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna
Jasa, dan/atau pemilik /pengelola bangunan
menyampaikan daftar simak yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam pengisian daftar simak dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja, akan diberikan waktu
5 (lima) hari kerja untuk melakukan perbaikan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan Insidental

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan pengawasan insidental terdiri atas:

oo

perencanaan pengawasan;
persiapan pelaksanaan pengawasan;
pelaksanaan pengawasan; dan
pelaporan pengawasan insidental.

Pasal 23

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf a, mencakup penyusunan atau penetapan:

aoop

(1)

waktu pelaksanaan pengawasan;

anggaran pengawasan;

sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan
metode pengawasan.

Pasal 24

Persiapan  pelaksanaan pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi kegiatan:

a. penetapan tim pengawas insidental;

b. pengumpulan data awal; dan

c. penyiapan dokumen administratif.

Tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:

a. Sistem OSS;

b. SIJK yang terintegrasi; dan

c. instansi terkait.
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Penyiapan dokumen administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim
pengawas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 huruf ¢, meliputi kegiatan:

a. pengambilan data dan = pengisian  borang-

borang/formulir isian;

pengolahan data;

inspeksi lapangan;

pembahasan;

penandatanganan berita acara; dan

penyiapan laporan pengawasan insidental dan

rekomendasi hasil pengawasan insidental.

Pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir

isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan:

a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas
pemenuhan standar kegiatan wusaha dan/atau
standar produk/jasa;

b. pengujian; dan/atau
c. pengisian borang-borang/formulir isian.
Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan mengelompokkan,
menstrukturkan, dan mengolah data.
Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan melalui kunjungan fisik dan/atau
melalui daring untuk memastikan hasil pengolahan data
yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi
lapangan.
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan dengan membandingkan antara hasil
pengolahan data dan inspeksi lapangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil
pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara
tim pengawas dengan penanggung jawab objek
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyiapan laporan pengawasan insidental dan

rekomendasi hasil pengawasan insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim
pengawas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2).

mopo o

Pasal 26

Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf d merupakan penyampaian laporan dari
pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa
Konstruksi kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya dan penanggung jawab objek pengawasan.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 27
Pengawasan tertib usaha terhadap pemenuhan
persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan
untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan
pasokan sumber daya konstruksi yang berkualitas sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain
yang berlaku dan pemenuhan terhadap tingkat
komponen dalam negeri.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan usaha
rantai pasok yang terdiri atas:
a. material konstruksi;
b. peralatan konstruksi; dan
c. teknologi konstruksi.

Pasal 28

Badan wusaha rantai pasok material konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. produsen; dan/atau

b. distributor.

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha

badan wusaha rantai pasok sumber daya material

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemeriksaan:

a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha;
dan

b. kepemilikan bukti pencatatan material konstruksi
pada sistem informasi material dan peralatan
konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pencatatan sumber
daya material dan peralatan konstruksi; atau

c. pencantuman pada sistem informasi material dan
peralatan konstruksi.

Pasal 29
Badan usaha rantai pasok peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. pemilik;
b. penyewaan; dan/atau
c. distributor atau agen tunggal.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
badan usaha rantai pasok sumber daya peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemeriksaan:
a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha;
dan
b. kepemilikan bukti pencatatan peralatan konstruksi
pada sistem informasi material dan peralatan
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konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pencatatan sumber
daya material dan peralatan konstruksi; atau

c. pencantuman pada sistem informasi material dan
peralatan konstruksi.

Pasal 30
Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c
merupakan badan usaha yang menyediakan teknologi
yang terdaftar dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemeriksaan:
a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha;
dan
b. ketersediaan teknologi konstruksi yang terdaftar
dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ketersediaan teknologi konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat
dipenuhi oleh badan wusaha rantai pasok teknologi
konstruksi, dapat bekerjasama dengan pemegang Hak
Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi,
dan layanan wusaha dengan kegiatan usaha Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Jasa
Konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis,
sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam
SBU.
Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi,
dan layanan wusaha dengan kegiatan wusaha Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan kepada BUJK Nasional yang
menyelenggarakan layanan usaha:
a. jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi,
dan layanan usaha dengan kegiatan wusaha Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemeriksaan:
a. SBU; dan
b. laporan tahunan BUJK.

Pasal 32
Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi
usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan
segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk
memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah
dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha
yang tertera dalam SBU.

Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan kualifikasi
kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan kepada BUJK Nasional yang
menyelenggarakan layanan usaha:

a. jasa Konsultansi Konstruksi;

b. Pekerjaan Konstruksi; dan

c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan kualifikasi
kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:

a. SBU; dan

b. laporan tahunan BUJK.

Pasal 33
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d dilakukan untuk memastikan kepemilikan dan
keabsahan dokumen Perizinan Berusaha.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan kepada:
a. BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan
usaha:
1) jasa Konsultansi Konstruksi;
2) Pekerjaan Konstruksi;
3) Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
b. usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan
layanan usaha:
1) jasa Konsultansi Konstruksi;
2) Pekerjaan Konstruksi.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
Jasa Konstruksi kepada BUJK Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui
pemeriksaan:
a. kepemilikan dan keabsahan dokumen Nomor Induk
Berusaha; dan
b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha
Jasa Konstruksi kepada wusaha orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara memeriksa:
a. kepemilikan dan keabsahan Nomor Induk Berusaha;
dan
b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK
Konstruksi.
Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan bukti
registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
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Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf e dilakukan untuk memastikan BUJK dapat
melaksanakan kegiatan pengembangan usaha secara
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan kepada BUJK Nasional yang
menyelenggarakan layanan usaha:

a. jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

(3) Kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan
usaha;

b. peningkatan peralatan;

c. peningkatan teknologi;

d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan;

dan/atau
e. peningkatan manajemen usaha.
(4) Pengawasan terhadap pengembangan usaha

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui pemeriksaan:

a. laporan tahunan BUJK;

b. laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari
asosiasi badan usaha; dan/atau

c. laporan keuangan BUJK.

Pasal 35
Tata cara pengawasan tertib wusaha Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal
34 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan insidental.

Bagian Ketiga
Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

(1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan
untuk mendorong terlaksananya pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

(3) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa

untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
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dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan kepada Pengguna Jasa Pemerintah Daerah.
Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai
Pengguna Jasa.

Pasal 37

Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa
penyusunan dan penerapan Kontrak Kerja Konstruksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan
dana dari:

a. APBD; dan/atau

b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai
dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a mencakup:

a. penggunaan standar kontrak;

b. penggunaan TKK bersertifikat;

c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang

kepada subpenyedia jasa;

d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;

e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan

pihak asing;

f.  penggunaan produk dalam negeri; dan

g. kewajiban pembayaran asuransi TKK.

Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai
dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh

kedua pihak yang substansinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penggunaan TKK bersertifikat;

c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang

kepada subpenyedia jasa;

d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;

e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan

pihak asing;

f.  penggunaan produk dalam negeri;
jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
kewajiban pembayaran asuransi TKK.

509

Pasal 38
Pengawasan terhadap penerapan Standar K4
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ dilakukan
untuk memastikan penerapan Standar K4 dalam
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penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.

Pengawasan terhadap penerapan Standar K4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau

b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. jasa Konsultansi Konstruksi;

b. Pekerjaan Konstruksi; dan

c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya untuk usaha
orang perorangan.

Pasal 39

Pengawasan terhadap Penerapan Standar K4 yang
dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat,
swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
a. dokumen Standar K4,
b. dokumen penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan
c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi;
Dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mencakup:
standar mutu bahan;
standar mutu peralatan;
standar keselamatan kesehatan kerja;
standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
standar operasi dan pemeliharaan;
pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi;
a. rancangan konseptual Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMKK);
Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
program mutu;
Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKPPL); dan
f.  Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).
Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

5 R0 o

o po o
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a. dokumen rencana program sosialisasi Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di
proyek konstruksi;

b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi
(RKK);

c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan

d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan atau bukti pembayaran
asuransi kesehatan.

Pasal 40
Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
secara rutin dilakukan untuk mendorong terwujudnya
hasil konstruksi yang berkualitas.
Pengawasan penerapan manajemen mutu konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Pasal 41
Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan
material, peralatan, dan teknologi konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan
untuk memastikan material, peralatan, dan teknologi
konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi
telah lulus uji, mengoptimalkan penggunaan produk
dalam negeri, dan tepat guna serta tercatat dalam sistem
informasi material dan peralatan konstruksi.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan
material, peralatan, dan teknologi konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan
material, peralatan, dan teknologi konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan
teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan
teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek
konstruksi;

b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi
konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang
berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang
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mengutamakan penerapan teknologi dengan platform
digital; dan

c. penggunaan produk dalam negeri untuk material,
peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan tentang
pemberdayaan industri nasional.

Pasal 42
Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dilakukan untuk memastikan kecukupan
pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan
proyek konstruksi.
Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai
dengan dana dari:
a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi merupakan pemenuhan
terhadap standar teknis lingkungan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan Rutin
Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi

Pasal 43

Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan
melalui pemeriksaan surat pernyataan kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang proses
pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan berdasarkan laporan
hasil pemilihan penyedia dari kepala unit kerja pengadaan
barang dan jasa.

Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan
melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat,
swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang
proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai
dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan surat
pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat
pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan
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Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak Kerja Konstruksi untuk yang dibiayai dengan
dana dari masyarakat, swasta, atau badan wusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilakukan
dengan cara memeriksa surat pernyataan dari
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna
Jasa tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja
Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 45

Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara memeriksa surat
pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat
pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan terhadap Penerapan Standar K4 untuk
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara memeriksa surat pernyataan dari
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna
Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari
kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen
tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat,
swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan
surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan
usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan
manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 47
Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material,
peralatan dan teknologi konstruksi pada kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a
dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari
kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen
tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan
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dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan berdasarkan surat
pernyataan dari pimpinan BUJK.

Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material,
peralatan, dan teknologi konstruksi pada kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat,
swasta, badan wusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan
surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan
usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan
penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan
BUJK.

Pasal 48

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi pada kegiatan konstruksi
yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana
dimaksud dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a
melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa
pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang
pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstrusi
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan
BUJK.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan
sumber material konstruksi pada kegiatan konstruksi
yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagaimana dimaksud dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3) huruf b melalui pemeriksaan surat
pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha
sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan
pemanfaatan sumber material konstrusi telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang
berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan Insidental
Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi

Pasal 49
Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen
pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa dan/atau dokumen
swakelola.
Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4)
dilakukan terhadap:
a. penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk
kepentingan umum; dan
b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk
kepentingan umum.
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Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap

penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen

tender/seleksi atau katalog elektronik.

Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap

penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi tidak  untuk

kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan:

a. dokumen tender/seleksi/katalog elektronik/
pengadaan langsung/penunjukan langsung; atau

b. dokumen swakelola

Pasal 50

Pengawasan terhadap penggunaan standar kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a
dilakukan untuk memastikan Kontrak Kerja Konstruksi
sesuai dengan standar kontrak.

Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b
dilakukan melalui pemeriksaan:

a. kepemilikan dan keabsahan SKK, TKK yang terdaftar
dalam Kontrak Kerja Konstruksi; dan

b. dokumen remunerasi tenaga kerja pada kualifikasi
jenjang jabatan ahli dibandingkan dengan standar
remunerasi.

Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama
dan/atau penunjang kepada subpenyedia  jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c
dilakukan melalui pemeriksaan dokumen penunjukan
subpenyedia jasa.

Pengawasan terhadap kepemilikan HAKI sebagaimana
dimaksud pada dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d untuk
memastikan klausul HAKI sudah dicantumkan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa
Konsultansi Konstruksi.

Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk
Kontrak  Kerja Konstruksi dengan pihak asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e
dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari
pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.

Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f
dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban
penggunaan produk dalam negeri dengan nilai tingkat
komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan sudah dicantumkan
dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi
TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf
g dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban
membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi.
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Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputi:

a. asuransi kesehatan; dan

b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 51

Pengawasan terhadap penggunaan dokumen kontrak
yang disepakati oleh kedua pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan untuk
memastikan Kontrak Kerja Konstruksi sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b
dilakukan untuk memastikan TKK telah memiliki SKK.

Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama
dan/atau  penunjang kepada = subpenyedia  jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c
dilakukan untuk memastikan pemberian pekerjaan
kepada subpenyedia jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap kepemilikan HAKI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d dilakukan
untuk memastikan klausul HAKI sudah dicantumkan
dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa
Konsultansi Konstruksi.

Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk
Kontrak  Kerja Konstruksi dengan pihak asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e
dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari
pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.

Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf {
dilakukan  untuk  memastikan  terdapat  klausul
mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sudah
dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pengawasan terhadap jaminan ketersediaan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf g
dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan dokumen
keterangan/referensi bank, perjanjian kredit, hibah,
dan/atau perjanjian investasi.

Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi
TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf
h dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban
membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi.

Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
meliputi:

a. asuransi kesehatan; dan

b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 52
Pengawasan Penerapan Standar K4 terhadap kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau
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masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwujudkan melalui

pemeriksaan:
a. dokumen Standar K4,
b. dokumen Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi (SMKK); dan

c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi.

Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketersediaan dokumen Standar K4; dan

b. pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4.

Ketersediaan dokumen Standar K4 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

standar mutu bahan;

standar mutu peralatan;

standar keselamatan kesehatan kerja;

standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi,

standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

standar operasi dan pemeliharaan;

pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengesahan dan persetujuan dokumen standar K4

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan,
pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi;
dan/atau

e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

rancangan konseptual SMKK;

Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);

program mutu;

Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (RKPPL); dan

f.  Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

Pengawasan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di
proyek konstruksi;

b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi
(RKK);

c. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan

d. bukti pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti
pembayaran asuransi kesehatan.

5 R0 op

>0 o



2023, No.59
25-

Pasal 53
Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu
konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan
dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan
melalui pemeriksaan:
a. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
b. dokumen program mutu konsultan; dan
c. dokumen laporan pelaksanaan.

Pasal 54

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan
material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari
APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)
dilakukan melalui pemeriksaan:

a. dokumen rencana kebutuhan material, peralatan,
dan teknologi konstruksi;

b. dokumen pelaksanaan penyediaan material dan
peralatan konstruksi;

c. dokumen penggunaan material dasar utama dan
material olahan utama yang memiliki Standar
Nasional Indonesia/standar lain yang berlaku;

d. dokumen penggunaan peralatan konstruksi utama
yang memiliki surat keterangan memenuhi syarat
keselamatan dan kesehatan kerja dari dinas yang
membidangi ketenagakerjaan;

e. dokumen penggunaan tenaga operator yang memiliki
surat izin operator dari dinas yang membidangi
ketenagakerjaan;

f.  dokumen kesesuaian teknologi konstruksi yang
digunakan dengan  spesifikasi teknis yang
dipersyaratkan; dan

g. dokumen perhitungan TKDN yang memenuhi
batasan minimum capaian TKDN sesuai persyaratan
tender.

(2) Dalam hal kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan
dana dari APBD, dokumen perhitungan TKDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu
dilengkapi dengan:

a. sertifikat TKDN material dan peralatan konstruksi

b. sertifikat bobot manfaat perusahaan produsen
material dan peralatan konstruksi yang masih
berlaku; dan/atau

c. dokumen persetujuan penggunaan produk impor
yang ditandatangani pejabat berwenang.

Pasal 55
Pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis lingkungan
yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat,
swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan:
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ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo
Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh
instansi terkait yang berwenang; dan/atau

ketersediaan surat izin penambangan;

Bagian Keempat

Tata Cara Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa

Konstruksi

Pasal 56

Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
dilakukan untuk memastikan bangunan konstruksi
sesuai antara rencana tujuan dengan pemanfaatan.
Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau

b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya;

dan
b. kesesuaian rencana peruntukan dengan
pemanfaatannya.

Pengawasan kesesuaian rencana fungsi dengan
pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang
direncanakan.
Pengawasan kesesuaian rencana peruntukan dengan
pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian
lokasi bangunan dengan:
a. peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata
ruang; atau
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),
dengan memeriksa dokumen resmi dari instansi
berwenang sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57
Pengawasan rencana umur konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan untuk
memastikan bangunan tetap laik fungsi selama umur
rencana konstruksi.
Pengawasan rencana umur konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi
yang dibiayai dengan dana dari:
a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
Pengawasan rencana umur konstruksi baik untuk
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari
APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
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pemeriksaan ketersediaan dokumen laik fungsi atau
dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi
berwenang.

Pasal 58

(1) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk memastikan
pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan
beban rencana.

(2) Pengawasan kapasitas dan beban pada bangunan
mencakup upaya pembatasan kapasitas dan beban.

(3) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai
dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau
b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

(4) Pengawasan kapasitas dan beban baik untuk kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau
masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. memeriksa ketersediaan surat keterangan dari
instansi yang memiliki kewenangan atau laporan
dari pemilik/pengelola bangunan; atau

b. melakukan konfirmasi kepada instansi yang
memiliki kewenangan atau  pemilik/pengelola
bangunan.

Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
d dilakukan untuk mendorong terlaksananya
pemeliharaan bangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:

a. APBD; dan/atau

b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

(3) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa
Konstruksi baik untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai
dengan dana dari APBD, masyarakat, swasta, atau badan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui pemeriksaan ketersediaan surat pernyataan
pemilik /pengelola bangunan dengan lampiran:

a. dokumen program pemeliharaan dan perawatan
bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang standar pemeliharaan
dan perawatan; dan

b. laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan
perawatan bangunan.

Pasal 60
Tata cara pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai
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dengan Pasal 59 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan

insidental.
Bagian Kelima
Instrumen Pemeriksaan
Pasal 61
(1) Format surat pernyataan pengawasan rutin sebagaimana

(2)

(1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 59 ayat (3) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Daftar simak pemeriksaan:

a. tertib usaha Jasa Konstruksi secara rutin dan
insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 34;

b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara rutin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai
dengan Pasal 48;

c. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara
insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
sampai dengan Pasal 55; dan

d. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi secara
rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 sampai dengan Pasal 59,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Pengawasan

Pasal 62
Jenis pelaporan pengawasan meliputi:
a. laporan pengawasan rutin;
b. laporan pengawasan insidental; dan
c. laporan pengawasan tahunan;
Pelaporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
pelaksanaan pengawasan;
temuan dari hasil pengawasan; dan
rekomendasi untuk tindakan perbaikan; dan/atau
rekomendasi untuk dilanjutkan dengan pengawasan
insidental.
Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pengawasan;
b. hasil telaahan terhadap permasalahan yang
dilaporkan dalam permintaan pengawasan
insidental;
rekomendasi tindakan perbaikan; dan
rekomendasi sanksi administratif.

ao o
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Pasal 63

Laporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengawasan terhadap BUJK Nasional dan usaha

orang perseorangan;
b. pengawasan terhadap kegiatan konstruksi; dan
c. pengawasan terhadap bangunan konstruksi.
Laporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik
kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 64
Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan laporan
pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (3).
Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pengawasan dalam hal terdapat
kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik
kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah pengawasan insidental selesai
dilaksanakan.

Pasal 65

Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) huruf ¢ merupakan rekapitulasi
dari laporan pengawasan rutin dan laporan pengawasan
insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
huruf a dan huruf b.

Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang meliputi:

a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaporkan

kepada Pemerintah Daerah provinsi.

b. Pemerintah Daerah provinsi melaporkan kepada
Menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan secara elektronik melalui SIJK yang
terintegrasi.

Format laporan  pengawasan minimal memuat
sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Bagian Kedua
Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan

Pasal 66
Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi
Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi tindakan
perbaikan kepada Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa,
dan/atau pemilik/pengelola bangunan berdasarkan
laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1).
Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau
pemilik/pengelola bangunan harus melakukan tindak
lanjut hasil pengawasan sesuai dengan rekomendasi
tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan organisasi
perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 67

Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi
Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi sanksi
administratif kepada gubernur atau bupati/walikota
berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1).

Gubernur atau bupati/walikota dapat mengenakan
sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dalam
laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai kewenangannya.

BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 68
Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
Provinsi dilakukan oleh Menteri.
Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
pengawasan Pemerintah Daerah.
Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam bentuk:
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a. fasilitasi;

b. konsultasi; dan

c. pendidikan dan pelatihan,

dilakukan  sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang- undangan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 69

Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa
Konstruksi melaksanakan monitoring terhadap:
a. pelaksanaan pengawasan;
b. tindakan perbaikan; dan
c. pengenaan sanksi administratif dan tindak lanjut

penyelesaian sanksi administratif.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pengawasan.
Pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk mengetahui status pelaksanaan
tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia jasa,
TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola
bangunan.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pengenaan sanksi
administratif dan tindak lanjut penyelesaian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dimaksudkan untuk mengetahui status pengenaan
sanksi administratif yang diberikan kepada Penyedia
jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola
bangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pengawasan penyelengaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibiayai
dari dana:

a.

b.

APBD provinsi untuk pengawasan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah provinsi.

APBD kabupaten/kota untuk pengawasan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
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BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 71

Gubernur atau bupati/walikota dapat mengenakan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (2) kepada:

a. Penyedia Jasa;

b. TKK;

c. Pengguna Jasa; dan/atau

d. pemilik/pengelola bangunan.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

a. tidak memiliki Perizinan Berusaha yang meliputi
Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar;

b. tidak memenuhi Standar K4;

c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetujuan;

d. tidak memiliki SBU di wilayah masing-masing;

e. tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan
utama kepada subpenyedia jasa;

f. tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau
memperbaiki kegagalan bangunan; dan/atau

g. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK
Konstruksi.

TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dikenakan sanksi administratif dalam hal:

a. tidak memiliki SKK Konstruksi; dan/atau

b. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SKK
Konstruksi yang dimiliki.

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

a. tidak memenuhi Standar K4;

b. tidak memberikan pekerjaan konstruksi untuk
kepentingan umum melalui proses tender, seleksi,
atau katalog elektronik;

c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau

persetujuan;
d. tidak menggunakan layanan profesional TKK pada
kualifikasi jenjang jabatan ahli dengan

memperhatikan remunerasi minimal; dan/atau
e. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK
Konstruksi.
Pemilik /pengelola bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan sanksi
administratif atas pelanggaran kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau
pemilik /pengelola bangunan harus menyelesaikan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5).
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Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak melebihi batas waktu yang
ditentukan.

Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan organisasi
perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 72
Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (1) yang dapat dikenakan oleh gubernur
dan bupati/walikota berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara layanan kegiatan; dan
d. pemberhentian dari tempat kerja.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur dan bupati/walikota dapat
memberikan rekomendasi pengenaan sanksi
administratif berupa:
pencantuman dalam daftar hitam;
pembekuan Perizinan Berusaha;
pencabutan Perizinan Berusaha;
pencabutan SBU;
pembekuan SKK Konstruksi;
pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau
pemberhentian sementara layanan wusaha jasa
konstruksi.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyedia Jasa, TKK, dan Pengguna Jasa akan membayar
denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
setelah mendapatkan ketetapan dari gubernur atau
bupati/walikota.
Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak melebihi batas waktu yang
ditentukan.

®o0oQa0 o

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 73

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada Pasal 72 ayat (1) dan rekomendasi pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) dilakukan
berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (3).

Alur mekanisme pemberian sanksi administratif
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dalam hal SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3)
huruf b belum beroperasi, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Jasa Konstruksi dapat menggunakan
isian daftar simak secara manual sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (4) belum operasional dan belum
dapat digunakan, pelaporan pengawasan dilakukan
secara manual mengikuti format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Pengawasan  penyelenggaraan Jasa  Konstruksi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling
lambat akhir bulan Juli tahun 2023.

Pasal 76
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

SURAT PERNYATAAN

1. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Proses Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran 3

Hal : Pernyataan Kescsuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Yth.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami
menyampaikan pernyataan scbagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Disi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP 1 (Diisi dengan NIP)

Jabatan 1 (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pernyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Diisi dengan Nama  Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga 1 (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat . (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan®)......... (diisi nama paket
pekerjaan) tahun.... (diisi dengan tahun) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan berdasarkan laporan hasil pemilihan penyedia dari kepala unit
kerja pengadaan barang dan jasa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
scbagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Provinsi/Kabupaten/Kota ... .......... 20...
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

www.peraturan.go.id
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*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Pakcet Peckerjaan

Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

www.peraturan.go.id
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2. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Proses Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi dengan dana dari Masyarakat,Swasta atau Badan Usaha

Nomor:

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Yth.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami
menyampaikan pernyataan scbagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Pengguna Jasaj

Jabatan :  (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Diisi dengan Nama Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK}

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan®)......... (disi nama paket
pekerjaan) tahun.... (diisi dengan tahun) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Provinsi/Kabupaten/Kota,... ..........20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha scbagai Pengguna Jasa
Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Paket Pekerjaan Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20,
[Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha scbagai Pengguna Jasa

3. Contoh Surat Pernyataan tentang

www.peraturan.go.id
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penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran 3

Hal : Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja
Konstruksi

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami
menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP 1 (Diisi dengan NIF)

Jabatan :  (Disi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat permyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota 1 (Diisi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga 1 (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat . (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:
Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Paket Jasa konstruksi
................... (diisi nama paket pekerjaan) tahun...(diisi dengan tahun) telah sesuai
dengan ketentuan scbagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yvang dilakukan Pemerintah
Dacrah, meliputi:

a. penggunaan standar kontrak;

b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat scbagaimana terlampir
{lampiran II);
pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.
kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
penggunaan produk dalam negeri; dan
kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.

pHpBD

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
scbagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)
Kuasa Pengguna Anggaran /Pcjabat

Pembuat Komitmen

Catatan:

2023, No.59

www.peraturan.go.id
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*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

Lampiran I
No. Nama Paket Pekerjaan Tahun
Lampiran IT
No Nama Nomor Sertifikat Keahlian Jenjang
Provinsi/Kabupaten/Kota,... ..........20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat

Komitmen

4. Contoh Surat Pernyataan tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja
Konstruksi dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha

www.peraturan.go.id
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Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja

Konstruksi
Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami
menyampaikan pernyataan scbagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama 1 (Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)

Jabatan :  (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota ¢ (Diisi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga . (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat 1 (Disi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:
Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Paket Jasa konstruksi
................... (diist nama paket pekerjaan tahun...(diisi dengan tahun) | telah sesuai
dengan ketentuan scbagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. penggunaan standar kontrak;

b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat scbagaimana terlampir
{lampiran II);
pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.
. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
penggunaan produk dalam negeri;
jaminan terhadap ketersediaan anggaran untuk paket swasta; dan
. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.

FEonan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/ Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:

2023, No.59

www.peraturan.go.id
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*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

Lampiran I
No. Nama Paket Pekerjaan Tahun
Lampiran IT
No Nama Nomor Sertifikat Keahlian Jenjang
Provinsi/Kabupaten/Kota ... ..........20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha secbagai Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id



43-

5. Contoh Surat Pernyataan tentang penenﬁ Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, Dan Keberlanjutan pada kegiatan konstruksi yang
dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan tentang pencrapan Standar Keamanan, Kesclamatan,

Keschatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi.
Yth.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP :  (Diisi dengan NIF)

Jabatan :  (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pernyataan)

Provinsi atau Kabupaten /Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
peclaksanaan peckerjaan konstruksi .. (diisi nama paket pekerjaan)
tahun..... (diisi tahun Jdengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah
memenuhi ketentuan dalam standar keamanan, keselamatan, keschatan, dan
keberlanjutan konstruksi meliputi:

a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4,

b. Ketersediaan penerapan SMKK; dan

c. Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
scbagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/ Kabupaten/Kota,... .......... 20...
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

-44-

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.

Nama Paket Peckerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat

Pembuat Komitmen

www.peraturan.go.id



45-

6. Contoh Surat Pernyataan Ten Pene Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, Dan Keberhnjut:.nn‘ Knnur::n pada kegiatan konstruksi yang

dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan tentang pencrapan Standar Keamanan, Kesclamatan,
Keschatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi.

Yth.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)

Jabatan : (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pernyataan)

Provinsi atau Kabupaten /Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. ... |diisi nama paket pekerjaan)
tahun... [diisi tahun) dengan penyedia jasa (diisi nama penyedia jasa) telah
memenuhi ketentuan dalam standar keamanan, keseclamatan, keschatan, dan
keberlanjutan konstruksi meliputi:

a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4,

b. Ketersediaan penerapan SMKK: dan

c. Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
scbagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha scbagai Pengguna Jasa

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

-46-

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/Kabupaten /Kota,

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha scbagai Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id
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7. Contoh Surat Pe taan Ten Penerapan Manajemen Mutu pada kegiatan
konstruhxymgdrg:yudengmgnnda:?m 5

Nomor

Sifat

Lampiran >

Hal : Pernyataan Tentang Penerapan Manajemen Mutu

Yth.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Disi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP :  (Diisi dengan NIP)

Jabatan : (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Disi dengan Nama  Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi ... (diisi nama paket pekerjaan) tahun
...{diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
Memenuhi Ketentuan Dalam Penerapan Manajemen Mutu,

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,. .,

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59 ag.

8. Contoh Surat Pernyataan tentang Penendz:l.n Manajemen Mutu pada iatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana i masyarakat, swasta, atau badan
usaha

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan tentang Penerapan Manajemen Mutu

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Pengguna Jasaj

Jabatan :  (Disi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Diisi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
pelaksanaan pekerjaan konstruksi oo |diisi nama paket pekerjaan) dengan
tahun ...|diisi tahun) penyedia jasa ........... |diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan dalam penerapan Manajemen Mutu,

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermateral ataw
Tanda Tangan Digital]

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha scbagai Pengguna Jasa

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang Ilebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Tahun

Provinsi/ Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id
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9. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Material,
Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai
dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan,
dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP :  (Diisi dengan NIP)

Jabatan :  (Disi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat permyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Disi dengan  Nama Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

Berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan badan usaha jasa konstruksi No...... (diisi
dengan nomer suraf), tanggal....|diisi dengan tanggal suraf), perihal..... (diisi dengan
perthal surat), dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

peclaksanaan pckerjaan  konstruksi o |diisi nama paket pekerjaan)
tahun..|diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... |diisi nama penyedia jasa) telah
memenuhi memenuhi ketentuan dalam  pengelolaan dan penggunaan material,
peralatan, dan tcknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
berdasarkan surat pernyataan dan pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima secgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

-50-

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel

daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/ Kabupaten/Kota,... ..........20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat

Pembuat Komitmen

www.peraturan.go.id
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10. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUJK Tentang Pengelolaan Dan
Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolsan dan Penggunaan Material, Peralatan,
dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk Paket Pekﬂ)un.mluj:dlmgm Nama Paket Pekerjaan)

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama . (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)

Jabatan :  (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Diisi dengan Nama Provinsi  atau
Kabupater/ Kota)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. (diisi nama paket pekerjaan) tahun...
(diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan
teknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

a, pemenuhan penvediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam
pelaksanaan proyck konstruksi;

b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau
standar lain yang berlaku, dan tcknologi konstruksi tepat guna yang
mengutamakan pencerapan teknologi dengan platform digital; dan

c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi
konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan
industri nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... 20...
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

-52-

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,... ..........20

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

www.peraturan.go.id
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11. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber
Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor

Sifat

Lampiran -

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material
Konstruksi

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, vang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama . (Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)

Jabatan : (Disi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani swrat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi ... (diisi nama paket pekerjaan) tahun....
(diisi tahun) dengan penyedia jasa ... ... |diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan dalam pengelolasn dan  pemanfaatan sumber material konstruksi
berdasarkan surat pernyataan dar pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima segals tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 0.
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan
usaha scbhagai Pengguna Jasa

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

-54-

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel

daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/Kabupaten /Kota,

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan
usaha scbagai Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id
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12. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUJK Tentang Pengelolaan Dan
Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan
konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolsan dan Penggunaan Matcrial, Peralatan,
dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

Per'akihnlnnnht swasta, atau badan usaha i Pengguna Jasa

Untuk Paket Pe lju.ll.’m dengan Nama Paket Pekerjaan)

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama . (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)

Jabatan :  (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Diisi dengan Nama Provinsi  atau
Kabupater/ Kota)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. (diisi nama paket pekerjaan) tahun...
(diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... |diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan
teknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

a, pemenuhan penvediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam
pelaksanaan proyck konstruksi;

b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau
standar lain yang berlaku, dan tcknologi konstruksi tepat guna yang
mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital; dan

c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi
konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan
industri nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima secgala tindakan yang diambil

Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,... .......... my.i

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

-56-

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/ Kabupaten/Kota,... .......... 20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

www.peraturan.go.id
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13. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber
Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran 2

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material
Konstruksi

Yth.
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, vang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna
Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)

NIP :  (Diisi dengan NIFP)}

Jabatan : (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani surat pemuyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Disi dengan Nama  Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi oo (diisi nama paket pekerjaan) tahun....
(diisi tahun)} dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan dalam pengelolaan dan  pemanfaatan sumber material konstruksi
berdasarkan surat pernyataan darn pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

2023, No.59

www.peraturan.go.id



2023, No.59

Catatan:

-58-

*) Untuk pernyatsan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel

daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/Kabupaten /Kota,

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat

Komitmen

www.peraturan.go.id
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14. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUJK Tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang
dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor

Sifat

Lampiran -

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material
Konstruksi

Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)

Jabatan . (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)

Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Disi dengan Nama  Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Alamat :  (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi ..o (diisi nama paket pekerjaan) tahun...
(diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sesuai standar
teknis lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia mencrima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....
(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No. Nama Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK

2023, No.59
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15. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber
Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana
dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material
Konstruksi

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi

Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama . (Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)

Jabatan :  (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangani swrat pemyataan)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Disi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/ Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga :  (Diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Alamat :  (Disi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. [diisi nama paket pekerjaan) tahun....
(diisi tahun} dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan dalam pengelolasn dan  pemanfaatan sumber material konstruksi
berdasarkan surat pernyataan dan pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan
usaha scbagai Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id



Catatan:
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*) Untuk pernyatasan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel

daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.

Nama Paket Pekerjaan

Penyedia Jasa

Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....

(Tanda Tangan dan Bermateral atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan

usaha scbagai Pengguna Jasa
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16. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUJK Tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi
dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor

Sifat

Lampiran g

Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material
Konstruksi

Yth.

Perwakilan Masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa
Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)

Saya, vang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)

Jabatan :  (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)

Provinsi atau Kabupaten/Kota :  (Disi dengan Nama Provinsi  atau
Kabupaten/ Kota)

Alamat . (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi .. |diisi nama paket pekerjaan) tahun...
(diisi tahun) dengan penyedia jasa ........... (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi
ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstrusi sesuai standar
teknis lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....
{Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUJK
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17. Contoh Surat Pernyataan tentang Pemeliharaan Bangunan Konstruksi

Memeriksa lampiran dokumen program pemecliharaan dan perawatan bangunan
dan laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan dari

pemilik/ pengelola bangunan.

Nomor

Sifat

Lampiran 3

Hal : Pernyataan Tentang Pemeliharaan Bangunan Konstruksi
Yth.

Pimpinan organisasi perangkat daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama :  (Diisi dengan Nama pemilik/pengelola
bangunan |

Nama Instansi :  (Diisi dengan Nama Instansi
pemilik/pengelola bangunan)

Jabatan : (Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang
menandatangant surat pernyataan)

Provinsi atau Kabupaten /Kota : (Disi dengan Nama Provinsi atau
Kabupaten/Kota)

Dasar Pengangkatan SK Lembaga
Alamat

(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)
(Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

bangunan konstruksi yvang berupa....... (diisi dengan jenis bangunan konstruksi)
dengan alamat..... (diisi dengan alamat bangunan) tahun.. (diisi dengan tahun
pemeliharaan) telah memenuhi Ketentuan Pemeliharaan Bangunan Konstruksi dan
terlampir dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan dan laporan
pelaksanaan program pemcliharaan dan perawatan bangunan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
schagaimana mestinya, dan bersedia menerima scgala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten /Kota, .......... 20....

{Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Pemilik/Pengelola Bangunan

2023, No.59
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Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 bangunan, disusun dalam bentuk tabel
daftar bangunan konstruksi yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

-64-

No.

Jenis Bangunan Konstruksi

Alamat

Tahun Pemeliharaan

Provinsi/Kabupaten/Kota, .......... 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau

Tanda Tangan Digital)

Pemilik/Pengelola Bangunan

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJON
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

1. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa (Badan Usaha atau Usaha
Orang Perseorangan) yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha di Wilayah Masing-
Masing

MuLAl

Menemulan badan

usaha atau orang

perseomngan yang

be: di proyek

ko::'z?ukn%dnk

memiliki perixinan

¥

Mereloomendasiican wuhermur/

kepada ponpman OPD Memkome pitasican ﬁu.m. Sapan

untuk menyampakan kepada memberilan

rekomendas  kepada Gubernur/Bupati/ ringatan tertulia

Gubernur/ Walkota  umtizk pada badan

Bupati/ Walikota memberkan ussha atau veang

untuk  memberikan permgatan tertuin perscorangan dan

peningatan tertulis dan sanksi denda rintah mﬂ;xhl\’lr

dan sanksi dends ;udn adnunistratif

¥
E;F:dnknc!rdnlihn
3
A/ PPE [ Perwakil

an n:'uuu{akm Menghen vy
b pekerjaan ionstruicsi dan
oo ““d‘“ meminta bodan ussha
e mwau ] atau orang persecrungan
untu thn Srstlke Jegers meengsun
penghentian perizinan beruasha
sementara dan
meminta badan
usaha ataw orang L 2

persecrangan
untuk segera Selcsni
mengurus

penzmnan berussha
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2. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna
Jasa Yang Tidak Memenuhi Standar K4

A
Menemulkan
penyedia jasa
dan/atau
Pengguna jasa
yang tidak
memenubi Ya
stancar K4
¥
tﬁmmﬂ: )krkrrl rdasik Memenuhs
o an pﬂa - 2 o fur K4
E::Sinaa oFD Gut_l'mur,l'ﬂupn :zl:bcniun 0 dalam 30 ’
Erny:mpmlun ;Ic“;brhkr:]l:n‘&” perin| nm han
Gubernur /Bupat Spat preingeien ::xx:ln
i/Walikota agar 9 !ertulis dan o avedia
memberikan :nmml saea in';um'm
e dary | | denfaim i
meminta penggin® jom standar k4
penyedia jass memenuhi
dan/atau standar K4
pengguna jasa
memenubi o St s S
04 > ancar
standar K 10
Tidal
Tidal
Memekomendasican
Membenicn
::::d‘ Gubernur s sanks denda
Bupati/Walikota can Membayaz
untuk memberikan praghentian denda dan
sanksi denda ;’g": E:mnng > rt::;;ul{:;
sdministratif d * s
iomprition || S =t
sementara peayedin iz han
Ya
Tidoe
Merekomendasik Mencabut
e [of EEE
|jw.|hk;tn' untuk kegiatan ¥
mencabut
e | [ - 3
kegintan Selesa '
| A
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Merekomendasi +
kan kepada
Gubermur fBupa
ti/Walikata
untuk
merekomendasi
kan kepada Merekumendas Memanu
menier agar ikan kepada kan
memberikan menten agar - penyedia
sanksl memasulcan Bsa
pencantuman penyedia jasa wedalam
dalam dafar kedalam daftar daftar
hitam hitam hitam
Ya
4
merekomendasi
kan kepada
gubermur/bapa .
tifwalikota Memberikan
uatulk rekomendasi Mercabut
merekomendasl krpaca penyedia
kar: kepada menteri untuk il Jasa dani
mente nr;:!gnr ::;‘;zﬂm daftar
e 3 diart daftar hitam
dan daftar lutam
hitam
‘ Seksal
Merekomendasi
kan loepada
Gubernur/Bup % o
un,:"\l\l"ahkm :‘A’k.m
unt -
E:“nkkzmncm.u ‘;Tﬁ &m
pada memberikan  fep] pembekua
ecaioarain sanksi n
:ﬁ:“‘“" pembelcaan riznan
perznan rusaha
pembekuan be
perizinan naaha
berusaha
Tiddge
+
En;omrﬂaﬂ
gubernur/bupa e komenda
ti/wakikota sikan kepada aoas--
untuk menten nrb: ut
merekomendas untuk | — F‘: m:;"‘“
kan kepada mencbut pe
menten untuk prmbekizan berusaha
mencabat
pembekuan
nxinan
rusaha
Selesa
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Meres 3

silcan kepada
menter untuk

Membenikan

sanksi
pencabutan
pernnan

beruszha

sesuni dengan
Emumn yang
riakou

Memberiian

administratif
sesuai dengan

P un yang
beraku kepada
pengguna jusa

Selesal
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3.Mekanisme Pengenaan Sanksi Untuk Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang
Tidak Memenuhi Ketentuan Pengesahan atau Persetujuan

v
Menemukan
peoyedia jasa
dan/atau
a jasa
Varg bak
memenubd
ketentuan
pengesshan
atau
persetujuan
Merek 3
kan kepaca Merekomendasi
Pimpinan OPD kan kepada Memberikan
menyampalan Gubernur/Bupa surat
kepada ti/Wakkota peringatan
Gubermur/ Bupa untuk te dan
ti/ Walisota memberikan meminta
untuk surat penyedia jasa
memberikcan - perm_mn dan fatau
surat peringatan te kepada pengguna
tertulis kepada penvedia jasa Jasa untuk
nyedia jasa dan/atau memenuhi
an/atau pemunnpu jectentuan
pen; a jasa un pengeanhan
untul mememshi atan
memenubi ketentuan reetul
kstentuan pengesahan pe O
pengesaban atau
atau
persetyuan
Merelnmendasi
kan kepada Memberikan
Gubernur/Bupa sankesi
ti/Walikota denda
untuk adoinastratii
b rilan ke
sanks denda ch‘j;u
admizistratil Jasa dan
dan penghentian
pengebentian sementarn
sementara kegiatan
kegintan
Menmbut ¥
pengrhentian g
smentarn
kegiatan
Selewai )
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Gubermuar/Bupa
ti/Walikota
untuk

merekomendas
lan Menten

\ 2

Merekomendasi L
kan kepada Memberikan a
gubernur/bupat rekomendasi
1/ walikota kepada Mencabut
untuk menten penyedia
merekomendasi untuk = Gar daftar
kan menteri mencmbit hitam
agar mencabuat penyedia jasa
penyedia jasa dari daftar
dart daftar hitam

hatam

A 4

Merekomendask
an ke

Gubernur/Bupa Merckomendasiaf | [Membenikan

n kepada menteri sanksi
agar memberikan pembeloinn
sanksi > fooe rizinan
pecbekuan berusaha
perizinan
bBerusaha
Ya
A 4
Merekomendasik
an r::p;md: Memberikan
gubernur/ bupas rekomendasi
Jwalikota untuk kepada Mencabut
merekomendasik Menteri pembekusan
an kepada M untuk =1 Emim
Menter agar mencabut
mencabut pembekisan
pembekuan perinnan
perizinan berusha
berusaha
y
Selesai
v v
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4.Mekanisme Pemberian Sanksi kepada Penyedia Jasa (Badan Usaha) yang tidak
memiliki SBU di wilayah masing-masing

MULAL
Menemulcan badan
usaha yang bekerja di
el proyek konstnuks tedak
memibic SBU atan
habis masa berlalounya
Merekomendasikan P z
kepada Pimpinan OPD Telcome nidasican
u:guk m":&mmm lkepada untuk Menghentikan sementara
rekomendasi kepada melakukan pekerjaan konstrules: dan
KPA /PPK /Pe: = penghentian meminta badan usaha
masyarakat, swasta, sementars dan untuk segera mengunis
badan usaha sebagu meminta badan BU
peogguna jesa untuk usaha untuk
melakukan peaghentian *d{'m menguras
sementamn Gan memints S|
badan usaha untuk
segera mengurus SEU
Merknmendasikan
kepada
ar/ ] [idal
gl il | PR : Mempereh SBU
X s sebelum
menyampaikan
rekomendasi kepada
Menten PUPR untuk
mencantumkan
BUJK ke dalem Ya
daftar hitam
Merekomendasikan Merelnmendasikan
kepada pimpinan OPD gF‘;‘h ;
T 1 yam packan ubermur, aty) .
zéﬁt:}'ﬂ:ﬂzmﬂpn& Waliknta li'uxfnru‘k Gubermur/Bupati/ Membayar Denda
Gubermur/ =t cemberikan sanksi [P Wabkota mesunta Administratif dalam 30
Bupati /W alikots denda tinitn vasha hari
untuk  memberikan untuk membayar
ksi Genda denda administratyd
Merekomendasi
koo kepada
Gabermur /Bup
ati/ Walikota
untuk sl
meTyam,
rekomendas:
kepada Menteri
umtuk
menmntumkan | €f
BUJK ke dalam
daftar hitam
Selesa
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5. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa atas Pelanggaran Ketentuan
Pemberian Pekerjaan Utama Kepada Sub Penyedia Jasa

Menemukan peoyedia
l::" yang melanggar
tentuan pemberian

o b
jasa

L ]

Merekome ncdasikan
kepada Pimpman OPD
untuk menyampalcan
rekomendas kepada
KPA/PPK [Perwakilan
masyarakut, swasta,
badan usaha sebagni

pengguna jasa untuk
m:nlﬁuk.m

pemberhentian
semmentara kegiatan
layanan jasa
koastruk=s dan
pemberan peringatan
tertuls

Merekomendasikan
untuk melskukan
pemberhentian
sweomentara kegintan
layanan jsa
keastruksi dan
pemberian permgatan
tertiudn

Tidak

Memenuhi
lestentuan
nyedisan peikess

A

menyumpaikan
rekomendast kepada
Gubernur /Bupati/
Walilcota umtu!
memberilcan sanks
denda administranf

Memberikan
atan
tp: nn:gs dan
menghentikan
sementars
Eckrr)a.m
onstruks:
dan meounta
penyedia jasa
untuk
memenushi
ketentuan
penyediman
pekerjnan
utama

KPA/PPK
mencabut
penghentian
sementara

Tidak

L]

merekomeodasikan
kepada Gubermar
atau Bupati/Walikata
untuk

meoyampaikan

rekomendasi kepada

menten untuk

melakukan

Embckmn perninan
rusaha

Menyampaiican
rekomendasi
kepada menten
untuk melaloukan
pembeituan
perizinan berzsaha
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6. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa yang Tidak Memenuhi

Kewajiban Untuk Mengganti Atau Memperbaiki Kegagalan Bangunan

Menemukan peayeda
jasa yang tidak
untuk me i atau
mrmp:rbn?lgpgahn
bangunan

l Merekome ndasikan

kepada Gubernur

Merekomendasikan atau bupat
kepada Pimpinan OFD [walikota untuk
untuk menyampalan memberikan

Memberikan pericgatan
fertulis agar penyedia
jama memenuiy
kewagbannya untuk

Mrmtavar denss dun
memessats kywalftan

untuk memberikan
sanksi pencantuman
daftar hitam dan
pembekuan inn
usaha

unaha jasa konstrzkm
{penyedia jusa yang
I:E:runghmnl

rekomendasi kepada peringatan tertulis menggunt: stag ws o
Gubernur atau bupati agor penvedia jasa memperbaiia kegagalan - a::“x:m. é
[waliknta untuk memenuhi kewajiban bangunan dan krgagalan hasgaman
memberikan peringstan untuk mengyanti membayur deoda Gtadans (F Sl
tertulis agar peoyedia jpsa atau memperbaiki administratsd xboved
memenuhi kewajban Iu:gnzlnn bangunan
untuk me 1 atou dan denda
memperbaiki kegagak beirsistratil
bangunan dan denda
admmistratif Tidak
Merelcome ndasilcan
kepada Gubernur
nu:ﬂl‘mpm {walioota Memberkan Melakukan
un . rekomendasi kepada penghentan
merekomendasian Menten untuk sementara
kepada Menten: melakukan layanan usaba
untuk melalcicn nghentian sementara Jasa kenstrikes
p:nxl!;t:‘m [f_nmn usaha @sa Ipenyedia jasa
:m)am Lyunan koastruksi (penyedia o o
jasa yang msangiostan)
k::’;::;‘ {penyedia bersangicutanj
rsangkutan|
ni P e
wmuk '
1 At svrrnpe sk
hangunose d
20 fumrt abaniciar
Merkomendasikan
kepada Gubernur
“'“:]" bupati/ ik Merekomendasikan
= ‘k", b kepada Menteri untuk
ml!twnuirdnhn mencabut penghentian
kepada Menten: umnmgsrnnnn
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Membenkan
sanks
pencantuman
dadtar hitam dan
pembekuan @in
ussha

Merelkomendasilan
lepado Menters untuk
membenian sanks
Etm:mnunm daftar
itamn dan pembekuan ixin
ussha
Merekomendasikan
ktpminb Gx:i:lemm Merkomendasicn
atau bupaty/ kepada Menteri untuk
wulilcota untule mencabut sanicsi daftar
g;m::ld'::&nn hitam dan mencabut
a louan usaha
umtuk memberican yeity o
sanksi pencabutan
perizninan wusaha 1
Selesai
Merekomendasikan
kepada Meateni untuk
berikan sanksi

pencabutan perizinan
usaha

Menten mencabut
o
berusaha

Selesu
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7. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Pengguna Jasa Yang Menggunakan Penyedia
Jasa Terafiliasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Tanpa Melalui Tender,
Seleksi, atau Katalog Elektronik.

Prmberhentian kegatan konstrus
yung dilaksanakan pengguna jasa
drteruskan sampai pemeruban
kewajiban

Tidak

Membenkan penn;

tertulis dan pe ntan
sementam kegiatan kepada
pengauna jusa

MULAI
v

Menemukan pengguna jesa

yang me nyedia

g e

pembangunan kepentingan

umum tanpa melai tender,

seleksi, atan katalog

elektronik.

Merekomendasikan kepada ;

Merelomendasilan kepoda
Pimpinan 0‘90 unfuk i hrm.ur“T!lu .
kepada gubernur atau ;{ malilcota unt
; memberikan peringatan

e o e bertulis dan pengehentian

tertulis dan pergehentan semeLtan kegatan

sementarn kegiatan
Merelovwmendasilcan kepada

bernur atuy

g:pnulwnhkmn untuk
mencabut peringatan tertulis
dan peni ntian sementam
kegintan kepada pengguna
Jasa

Ya

Mencabut peringatan
tertulis dan pengehentian
sementara legiatan kepada
Ppeogguna psa
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8. Mekanisme Pemberian Sanksi kepada Pengguna jasa yang tidak memperhatikan
remunerasi minimal dalam Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada TKK yang Tidak
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja

Menemulen Pengguna s
yang idak mem
remuneras minimal dalzm
penggunaan layanan

rofesional TXK pada
Eu.\lrﬁknl Jenjang jabatan
ahli

Temuan
Prrtama

Temuan Pertama
Merelomendasiican kepada
Pumpman OPD untuk
menyampaikan
rekomendasilcan lorpoda
Gubernur atau

Bupati /Waltkots untulk
membenican surat
penngatan tertulis kepada
pengruna s

Temuan Selanjutnyu:
merekomendasilan
lkrpada Pimpinaa OFD
antuk mesyum|
rekomendasi leepada
Gubernur atau

Bupati /Walikota untuk
memberikan lurﬂ 3
penngatan tertulis dan
denda kepada pengguna
Jasa

k!:mh:mrrdmdun Gubernizr/
pada Gubernur Bunati/Waiikot
atan Bupati/Walketa pati/ iy
b untuk memberikan ;‘:::;‘p’:;;"‘;“:nkﬂﬂ
f:i::hr' kcp.\dgl:n tertulis kepada
PeTgRUNA jasa pengguna jasa
Mereknmendasikan
kepada Guberntr Gubernur/
atau Bupati /Walkata Bupati/ Walikata
untuk untuk memberikan surat
et memberikan surat penrz_man tertulis
peringntan tertulis dan denda kepada
dan denda kepada pengguna jasa
DenETUna ins

Menyampadkan
rekomendasi kepada
Ejnbat pembina

awalan agar
memberikan sanks:
sesual ahuran yang
berfaicu

Selesai

Memberikan sanlesi
kepoda pengguna jasa
sesisal aturan yang
berlaku

A

‘ Selesa '
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9. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang
Memperkerjakan TKK yang Tidak Memiliki SKK

‘ i 2o B

Menemukan
Pengguna jasa
dan atay
Penyedia Jasa Merekomend
vang asikan
mempekerjakan kepada
tenaga kerja gubernur
Konstruksi yang atau bupati/
tidak memilik: walikota
Sertifikat untuk
Kompetensi memberikan Memberikan
Kerja sanksi denda sanksi denda
administratif administratif
‘ kepada kepada
pengguna pengguna
Merekomendasi Tl jasa dan 9 Jjasa dan
atau ataa
a
:x:pl:;:\dg)PD penyedia penyedia
agar jasa jasa
merekomendasi
kan kepada
gubernur atau Ya
bupati/ ]
walikota untuk Tidak
memberikan
sankst denda
administratif
kepada
Pengguna jasa Melakukan
dan/atau . penghentian
penyedia jasa Merekomendasi sementara
kon kepada kematan
KPA/PPK untuk o] konstruks:
melakukan yang
penghentian dilaksanakan
sementara penyedia jasa
kegintan
konstruks: |
Selesai
Merekomendasi
kan kepada Tidak
Pejabat I
Pembinna .
Kepegawaian T
i saksi sesual
memberikan
saks=i sesuai aturan yang
aturan yang berlaku
beriaku kepada
pPengguna
jasa
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10. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada TKK yang Tidak Memiliki Sertifikat
Kompetensi Kerja

{ MULAI )
y
Menemuican tenaga
leeya konstrsks: tidak
memilikc: Sertifilcat
Kompetensi Kerja
TRK analis,
Teknisi/ Operator
Tidalk
Yo
Memekomendasikan lerpada :‘:":‘“ i
Peopiian CED s KPA/PPK /Prerwakilan
yampaikan masyarakat, swasta, M rikan
E,m“‘,?f‘r: ada badan usaha sebagni w;ﬁ thaxﬁ nlﬁ
r'nkm.“swzsm. : Lo pcngguu.‘:jua untuk analis, feknisi/operator
o 2 : memberikan peringatan untuie b
uaaha sebagsi pergguns \eriulia than segera kewnjiban memiliki SKK
o memenuhi kewajiban
pine e nenene memiliki SKK kepada
5. AP e TKK unalis, tekrusi/
leewapban memililc SKK rator
kepada TKK analis, e
tekcnini /operator
Tidal
r
Merrkomendasikan
kepada Pn'npmnphCLPD Merekomendasikan
agar menyampail A K
r‘!ﬂmuzndui Erpldn ‘;gn-nkflﬁnlpm
KPA /PPK /Perwakilun masyarakat, swusta,
~ m_’uaknt Swnis, N badan usaha sebagai Memberhentikan TRK dari
an unaha sebagai pengguna jasa untuk tempat ketja
pengpria jum nohdk memberhentikan TKK
untuk memberhentikan 3
TKK ahli dars tempat dari tempat kera
kerja
Selesai
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11. Mekanisme Pemberian Sanksi kepada TKK yang memiliki SKK tidak Berpraktik
Sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus

MuULAL
¥
Menemukan 'Défm
yang memiliki S
iﬂ berpenictik
sesuai SKKNL
standar intrrmasional, Seless
dan/atau standar
khusus
1 Ya
Merekomendasikan »
kepada Pimpanan )lf.-k‘ - d
O =n kepa
,,f:"wm Oubermur atau Membenian S
kepada Gubernur bupati 'walikota permgatan avar
atau bupati/walikota el unﬁ -N !nu.&l dan & denda don
untuk membenkan memberkan sanicsi denda o e
peringatan tertulis pcmum administrati{ ierwajiban
denda administratif i denda ke pada TKX dalam 30
K admanistratif han
kepada TKK
Tidak
Y
Merekomendasik
an ke,
KPA /PP untuk
me rekomendasik ‘
an kepada
Menteni untuk
membekukan
S“ Mf L ' 1
1 krpada Menten untizk
membelukan SKK
Menten
membekukan
SKK van,
dimifildi aleh
r
Menter
Membayar
e e
Merekome ndasik memenuhi
u; kfgd: gl\'iifzhm & kewajpiban
KPA/PPK 1entuk SKK kepada dalam 30 hari
merekomendasik KPA/PPE
an kepada
Menten untuk
melakulcan Y
pencabutan A
membeki B
SXK
A 4
2
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Merekomendasik
an kepada
] Menteri untuk

mencabut
pembelcuan SKK

v
)
Merelomenidasian
lepada  KPA/PPK
untuk
o Mt
untuk  mencabut Membernkan
SKK relcomedasi
kepada Menteri
untuk mencabnst
~+ SEX yang dimililc
oleh TRK
! T
Sieh TRE
Membenian
tembusan
ncabutan
KK ke
KPA/PPK
Sersa
MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

SISTEMATIKA
LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI
(LAPORAN PENGAWASAN INSIDENTAL)

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Sasaran

Lingkup Pengawasan
Pelaksana Pengawasan

Bt - -
NpsWN -

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN
2.1 Waktu Pelaksanaan
2.2 Tim Pengawasan Insidental

BAB III HASIL PENGAWASAN
3.1 Sumber Pengawasan Insidental*
3.2 Hasil Pengawasan Insidental
3.2.1 Data Lapangan
3.2.2 Analisis Data

BAB IV KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan

4.2 Tidak Lanjut

4.2 Rekomendasi

Catatan:
*Sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
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BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL

TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota*......... (diisi nama

provinsi/kabupaten/kota®) Nomor:........ (diisi nomor SK) tanggal,...

.... \diisi tanggal) tentang...|diisi

sesuai dengan surat keputusan) pada hari ini tanggal ....|diisi tanggal) Bulan... (diisi bulan) tahun

...... (diisi tahun), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  RORARAN (diisi nama)

NIP SV (diisi NIP)

Jabatan > RSO (diisi Jabatan)

Instansi Tuarsisas (diisi Nomenklatur Instansi)

Jabatan dalam SK  :....... |diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental)

telah melakukan pengawasan insidental tertib usaha terhadap :

Nama $eusdhoas |diisi nama)

Jabatan AU (diisi Jabatan)

Instansi LTI (diisi dengan nama Badan Usaha
Alamat SR (diisi dengan alamat)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No. Tanggal Temuan Judul Temuan dan Rekomendasi

Keterangan

1.

2.

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi diatas, pimpinan badan usaha akan melaksanakan

rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....... PR EOND" |t IR
Menyetujui - Tim Pengawas Insidental,
Perwakilan Badan Usaha Ketua/Anggota
Nama........
Jabatan........ Nama.......
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BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL
TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota*.........|diisi nama
provinsi/ kabupaten/kota*) Nomor:........ (diisi nomor SK) tanggal,....... (diisi tanggal) tentang...(diisi
sesuai dengan surat keputusan) pada hari ini tanggal ....|diisi tanggal) Bulan... (diisi bulan) tahun
...... (diisi tahun), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Shwassesl (diisi nama)

NIP  EITAY (diisi NIF)

Jabatan PR |diisi Jabatan)

Instansi liieew..|diisi Nomenklatur Instansi)

Jabatan dalam SK  :....... (diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental)

telah melakukan pengawasan insidental tertib penyelenggaraan terhadap :

Nama JI, (diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Perwakilan Masyarakat, Swasta, Badan Usaha
sebagai Pengguna Jasa*)

NIP B Sadiine (diisi NIP untuk ASN)

Jabatan = Shaiiaka (diisi Jabatan)

Dasar Pengangkatan SK i {diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Lembaga

Alamat B anrerd (diisi dengan alamat kantor)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No. Tanggal Nama Paket Judul Temuan dan Keterangan
Temuan Pekerjaan Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi diatas, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Perwakilan, Masyarakat, Swasta, Badan Usaha scbagai Pengguna Jasa®* akan
melaksanakan rekomendasi secbelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti scbagaimana mestinya.

....... ST AR | ST

Menyetujui Tim Pengawas Insidental,
Kuasa Pengguna Anggaran/Pecjabat Ketua/Anggota
Pembuat Komitmen/Perwakilan
Masyarakat, Swasta, Badan Usaha schagai
Pengguna Jasa®
Nama.......

Nama.......... MP. cccauinia
Jabatan........

Catatan:
*Corct Yang Tidak Perlu
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BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL
TERTIB PEMANFAATAN PRODUK KONSTRUKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota*......... (diisi nama
provinsi/ kabupaten/kota®) Nomor:........ (diisi nomor SK) tentang...\diisi sesuai dengan surat
keputusan) pada hari ini tanggal ....(diisi tanggal] Bulan... (diisi bulan) tahun ...... (diisi tahun), yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama QU (diisi nama)

NIP Sicanarais (diisi NIP)

Jabatan Sawdsbvd (diisi Jabatan)

Instansi liiee.o..|dilisi Nomenklatur Instansi)

Jabatan dalam SK  :....... |diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental)

telah melakukan pengawasan insidental tertib pemanfaatan terhadap :

Nama  JERSTATTOPY, |diisi nama Pemilik/ Pengelolan Bangunan)

Instansi s P, (diisi Nomenklatur Instansi Pemilik/ Pengelolan Bangunan)
NIP A IO (diisi NIP untuk ASN)

Jabatan B. - asqtrmay (diisi Jabatan)

Dasar Pengangkatan SK » XEPIFEN (diisi dengan Nomor dan Judul SK)

Lembaga

Alamat B arrerd (diisi dengan alamat kantor)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No. Tanggal Nama dan Alamat Judul Temuan dan Keterangan
Temuan Bangunan Rekomendasi
Konstruksi
1.
2.

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi  diatas, Pemilik/Pengelola Bangunan akan

melaksanakan rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....... APEOTIRIDN 5 RIS
Menyetujui : Tim Pengawas Insidental,
Pemilik /Pengelola Bangunan Anggota
Nama..........
Jabatan........ Nama.......
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SISTEMATIKA
LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI
(LAPORAN PENGAWASAN TAHUNAN)

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Sasaran

Lingkup Pengawasan

1.
1.
1.
1.
1.5 Pelaksana Pengawasan

bW -

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN
2.1 Waktu Pelaksanaan
2.2 Jenis Pelaksanaan Pengawasan

BAB III REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN RUTIN
3.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

3.2 Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi

3.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN INSIDENTAL
4.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

4.2 Tertib Penyelengaraan Jasa Konstruksi

4.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB V KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan

5.2 Tidak Lanjut

5.2 Rekomendasi
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1.Contoh Surat Penyampaian Laporan Pengawasan Tahunan Bupati/Walikota
kepada Gubernur

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun ....

Gubernur Provinsi.......(diisi dengan nama provinsi)

Sehubungan telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pada
tahun.... Bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Selama tahun ... telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa
konstruksi sebagai berikut:
a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha dan... usaha orang
perseorangan
b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan
konstruksi

c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi

2. Hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:

a. Untuk tertib usaha jasa konstruksi terdapat... badan usaha yang sudah tertib
dan .... Badan usaha yang belum tertib serta terdapat... usaha orang
perseorangan yang sudah tertib dan .... Usaha perseorangan yang belum tertib

b. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat... kegiatan
penyelenggaraan konstruksi yang sudah tertib dan ... kegiatan
penyelenggaraan konstruksi yang belum tertib

c. Untuk tertib pemanfaatan terdapat.... Bangunan konstruksi yang sudah tertib
dan... bangunan konstruksi yang belum tertib.

Secara rinci dapat dilihat pada format K.01, K.02, K.03 dan K.04

3. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan konstruksi akan dilakukan
pembinaan terhadap badan usaha, kegiatan konstruksi dan bangunan konstruksi
yang belum tertib.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten /Kota,... .......... 20...
BUPATI/WALIKOTA
(Tanda Tangan)

(Diisi Nama)
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2. Contoh Surat Penyampaian Laporan Pengawasan Tahunan Gubernur kepada
Menteri

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun ....

Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sehubungan telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pada
tahun .... Bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dibiayai dengan
APBD Provinsi
1. Selama tahun... telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
sebagai berikut:
a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha
b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan
konstruksi
c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi

2. Hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:

a. Untuk tertib usaha jasa konstruksi terdapat... badan usaha yang sudah tertib
dan .... Badan usaha yang belum tertib

b. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat... kegiatan
penyelenggaraan konstruksi yang sudah tertib dan ... kegiatan
penyelenggaraan konstruksi yang belum tertib

c. Untuk tertib pemanfaatan terdapat.... Bangunan konstruksi yang sudah tertib
dan... bangunan konstruksi yang belum tertib.

Secara rinci dapat dilihat pada format P.01, P.02, dan P.03

3. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan konstruksi akan dilakukan
pembinaan terhadap badan usaha, kegiatan konstruksi dan bangunan konstruksi
yang belum tertib.

B. Rekapitulasi Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi
1. Sebanyak... kabupaten/kota dari..... kabupaten/kota di wilayah provinsi telah
memberikan laporan tahun ... kepada provinsi untuk diteruskan kepada pusat.
2. Rekapitulasi hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha dan... usaha orang
perseorangan
b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan
konstruksi
c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi

Secara rinci dapat dilihat pada format RK.01, RK.02, RK.03 dan RK.04

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten /Kota,... .......... 20...
BUPATI/WALIKOTA
(Tanda Tangan)

(Diisi Nama)
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